PENGUATAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUMBAH
DALAM PELAKSANAAN TRl DHARMA PERGURU/

Nomor : 011/HK.02.02/K1-04/06/2022
Nomor : 003/KT-MOU/STIPER/VI1/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh Dua, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua P_uiuh-fﬁi
bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. ANDI AHMAD . Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
MAPPASILING, Kutai Timur, berdasarkan Surat Keputusan Badan
M.H. Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor: 0643/K.BAWASLU/HK.01.01/V111/2018
tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018-2023,
berkedudukan di Jalan Yos Sudarso lll, Samping Bank
BCA, Desa sangatta Utara, Kecamatan Sangatta
Utara Kabupaten Kutai Timur. Provinsi Kalimantan
Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai
Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA; dan

2. Prof. Dr.Ir. JURAEMI., : Ketua Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutai
_— Timur, yang diangkat berdasarkan surat keputusan
Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER)
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rua ;mggl ‘ terle_blh dahulu menerangkan hal-hal sebagai bel
2 PIHAK PERTAMA, adalah lembaga Penyelenggara Pem

ugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pem

abupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
' Bahwa PIHAK KEDUA, adalah Perguruan Tinggi yang bertugas menyele
tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemil
Umum;

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah H
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilhan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; %

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud nota kesepahaman ini adalah Membangun kerjasama dalam ui
menciptakan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024 yang b
mdm akademik dengan melibatkan perguruan tinggi 4
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i dan diskusi publik mengenai Peraturan Per:
an Pemilihan; ‘
. an dan Pengembangan dalam upaya aktivitas Pe
Jmum dan Pemilihan; dan
Pengabdian kepada Masyarakat dalam Upaya Pengawasan Pemrllhan
~ Pemilihan.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
. PARA PIHAK bekerjasama mengembangkan pendidikan dan pelatihan dalam

aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam bentuk kegiatan:

a. Pengembangan pendidikan akademik;

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

c. Penyiapan bahan-bahan pendidikan dan pelatihan;

d. Penyiapan tenaga pendidik, pemateri, ahli; dan

e. Penyiapan sarana, prasarana pendidikan, dan pelatihan.

PARA PIHAK bekerjasama dalam melaksanakan diseminasi dan diskusi publik

mengenai Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilihan dalam bentuk

kegiatan:

a. Menyebarluaskan informasi serta memberikan pemahaman mengenai regulasi
yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan;

b. Melakukan identifikasi masalah Pemilu dan Pemilihan serta penyelesaiannya
yang dilaksanakan melalui diskusi publik.

. PARA PIHAK bekerjasama di bidang penelitian dan pengembangan institusi d:
- aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
PARA PIHAK bekerja sama melakukan pengabdian kepada masyarakat da
aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dalam bentuk kegiatan:
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Segala pembiayaan yang timbul daam pelaksanaa
m“dmnkemampuananggamndehm‘mm__
yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak
Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2. Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota
ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman
ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (Ml) -
bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota
Kesepahaman ini dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan
ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dapat dikinm atau disampaikan secara
langsung atau dikinm melalui surat elektronik kepada alamat dibawah ini :

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat -JI. Yos Sudarso lll, Samping Bank BCA, Desa sangatta Utara, Kec
e Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
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Pasal 7
STATUS HUKUM

Selama belum dilakukan tindak lanjut pelaksanaan keqlmn-" mi
lingkungan PARA PIHAK sebaimana dimaksud dalam Pasal 3, Nota K

tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, permasalahan, perselisihan
dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat

menyelesaikannya secara musayawarah mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh
PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA
PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman

ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam

rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-

PIHAK PERTAMA,

KETUA
""" LU KUTAI TIMUR
4

Prof. Dr. Ir. JU Ml., M.Si

masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
KETUA

STIPER KUTAI TIMUR
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